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KERANGKA TEORI

A. Partisipasi Politik

Sebelum membahas partisipasi politik lebih jauh, ada baiknya apabila

menjelaskan tentang partisipasi dan politiknya itu sendiri. Berikut pengertian

partisipasi dari beberapa ahli, yaitu:'

1)

2)

3)

4)

Menurut Keith Davis, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional
seseorang untuk pencapaian tujuan dan mengambil tanggung jawab di
dalamnya.

Menurut Newstrom, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional
dari orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk
berkontribusi pada tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab
dalam mencapai tujuan.

Menurut Sajogyo, Partisipasi adalah proses dimana sejumlah pelaku telah
bermitra pengaruh dan kontrol berbagi dalam inisiatif “pembangunan”,
termasuk membuat keputusan tentang sumber daya.

Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, Partisipasi koperasi adalah
manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam sikap
pertunjukan dan mengakui peran koperasi dalam rangka meningkatkan

keamanan ekonomi.

1

http:/www.jelajahinternet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html, 30

Agustus 2016, 18.16 WIB
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5) Menurut Sastropoetro, Partisipasi adalah keterlibatan, partisipasi atau
keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan eksternal.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi
adalah keterlibatan peserta secara mental dan emosional dan fisik dalam
menanggapi melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran dan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan mengambil tanggung jawab atas
keterlibatannya.

Kemudian berikut adalah pengertian politik dari beberapa ahli, yaitu:

1) Menurut Gabriel A. Almond, bahwa politik adalah kegiatan yang
berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam
masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat
instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif
(bersifat memaksa)®.

2) Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan
untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-
peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat
terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.’

1. Definisi Partisipasi Politik
Partisipasi politik secara harfiah berarti “keikutsertaan”, dalam
konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam

berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah

2 http://hariannetral.com/2014/09/p0litik-deﬁnisi-dan-pengertian—politik.htnﬁ , 30 Agustus 2016,
19.24 WIB

3 http:/herma-putrablogspot.co.id/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html, 30
Agustus 2016, 20.08
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hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah
digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah
yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan
setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya
sebagai warganegara dengan kehendak suka rela dalam segala tahapan
kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian
keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan
keputusan dalam mencapai cita-cita bangsanya.*

Partisipasi politik amat urgen dalam kontes dinamika perpolitikan
dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh
setiap individu manapun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang
menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat
diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara
kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan
umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku
masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus
menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga
politik.’

Dalam hal ini peranan yang dimaksudkan di antaranya pemberian
suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi,

menulis di media cetak, melakukan dialog, dan sebagainya. Namun kegiatan-

* Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia,1982), 43
’Elly M, Setiadi dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana Prenadameda
Group, 2013), 127
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kegiatan ini harus disertai dengan rasa sukarela individu atau masyarakat
dalam partisipasi politik.

Secara sederhana partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara
langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public
policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam
pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye),
mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota
parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan
kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam
mewujudkan kepentingan umum.®

Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah
kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung
atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson,
partisipasi politik merupakan kegiatan warga biasa (private citizen) yang

bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.”’

SSetiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013, 129
7 A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika
Perkembangan Kajian, Bandung, Pustaka Setia, 2007, 90
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Ada beberapa hal subtansif yang menjadi “rambu-rambu” berkenaan

dengan partisipasi, yaitu:8

a.

Kegiatan-kegiatan nyata. Partisipasi politik yang termasuk kegiatan-
kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat
mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.

Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau
kesadaran sendiri (self motion), bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti
bayang-bayang pemerintah, desakan, manipulasi.

Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu
maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan oleh
warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup
rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga
negara biasa dalam kehidupan politik.

Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi
kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik. Tujuan tersebut
adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk
mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian
orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam
keterpaksaan.

Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi, yaitu keterlibatan individu-
individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia

dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah

¥ Said Gatara, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, 2007, 92
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sampai tingkatan yang paling tinggi; dan dari paling luas cakupannya
sampai paling sempit.
2. Relevansi Konsep Partisipasi Politik

Salah satu aspek penting demokrasi adalah partisipasi politik warga
negara di dalam suatu negara. Ada dua asumsi yang mendasari pemikiran ini,
sebagai berikut:’

Pertama adalah bahwa setiap individu warga negara adalah pihak
yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang
yang berada di luar dirinya. Kedua adalah partisipasi politik selalu berkaitan
dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun
personal. Konsep partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan
modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang
mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu melihat partisipasi
politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernasasi dan
pembangunan.

Argumentasinya adalah bahwa modernisasi dan pembangunan
merupakan keputusan politik penting yang memengaruhi seluruh aspek
kehidupan masyarakat sehingga apapun alasannya, anggota masyarakat yang
terkena dampak dari proses modernisasi dan pembangunan tersebut berhak
ikut menentukan proses tersebut.

Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output

modernisasi pembangunan sosio-ekonomi. Untuk melakukan partisipasi

? Setiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013, 133
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politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan
kekayaan nasional.

Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan
modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam
kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu tajam. Namun satu hal yang jelas
dari uraian ini, yaitu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam
masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa partisipasi merupakan
perilaku yang berupa keikutsertaan masyarakat pada suatu aktivitas tertentu.
Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas
politik. Keikutsertaan masyarakat tersebut terwujud dalam sikap dan
tindakannya sebagai bentuk reaksi terdapat produk-produk politik. Ketika
hendak mengambil suatu tindakan politik, seseorang atau sekelompok orang
(masyarakat) harus membuat tiga keputusan, yaitu (1) memutuskan bertindak
ataukah tidak, (2) memutuskan arah tindakan itu, (3) memutuskan mengenai
intensitas dan durasi (lamanya) tindakan politik tersebut.

Dimensi-dimensi Partisipasi politik

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1)
partisipasi aktif, (2) partisipasi pasif, dan (3) partisipasi tidak aktif (inactive).
Secara umum dapat dibedakan bahwa partisipasi aktif adalah kegiatan yang
sifatnya “memengaruhi” proses input politik, seperti mengajukan petisi,
demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif, atau pengurus

partai politik dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan
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dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik pasif
merupakan tindakan “melaksanakan” output politik, seperti menaati hukum,
membayar pajak, dan memelihara ketertiban dan keamanan, sedangkan
partisipasi politik tidak aktif merupakan tindakan untuk tidak melakukan apa-
apa, seperti tidak memilih, tidak membayar pajak, tidak menaati hukum
secara sengaja, tidak menghadiri kampanye politik, dan tidak aktif menjadi
anggota partai politik.

Partisipasi politik input merupakan tindakan politik yang berorientasi
pada input (masukan), seperti memilih dalam pemilu, kegiatan kampanye
pemilihan dalam pemilu, mengadakan kontak dengan para pejabat
pemerintah, dan mencari jabatan. Sedangkan partisipasi politik output
merupakan tindakan yang berorientasi pada output (mendapat keluaran dari
sistem politik) seperti mendapatkan pelayanan, ketertiban umum,
penyelesaian konflik dan keadilan dari pemerintah ekspresif dan instrumental

Untuk memahami konsep partisipasi politik yang lebih detail, dibawah
ini akan diuraikan beberapa subordinasi partisipasi politik sebagaimana
dikemukakan oleh Milbarth, yaitu: (1) terbuka (overt) dan (2) tertutup
(covert). Pertama, partisipasi politik terbuka adalah tindakan politik itu akan
dikritik atau didukung oleh orang lain. Kedua, partisipasi politik tertutup
adalah tindakan politik warga biasa yang tidak diketahui oleh publik sehingga

kecil kemungkinannya untuk dibahas publik.'

10 Setiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013, 143
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4. Model dan Bentuk-bentuk partisipasi politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi
politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: Conventional (menurut
aturan) adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan
kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak
tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional (diluar peraturan) adalah model
partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru.
Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan
perempuan gelombang 2, protes mahasiswa, dan terror.

Partisipasi politik juga didasarkan pada faktor kesadaran politik dan
kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), dapat dibedakan menjadi
empat model, yaitu:''

a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada
pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif

b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah,
partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis)

c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah
sangat rendah, partisipasi cenderung militan-radikal

d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada

pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif

(pasif).

"' Said Gatara, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, 2007, 100
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Baik faktor kesadaran politik maupun faktor kepercayaan kepada
pemerintah bukan merupakan variabel atau faktor-faktor yang berdiri sendiri
(variabel independen). Dengan kata lain, tinggi-rendah kedua faktor itu
dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi
politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Rush dan Althoff, bentuk partisipasi politik secara berturut-
turut adalah sebagai berikut'?:

a. Voting (pemberian suara)

b. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
c. Partisipasi dalam rapat umum

d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political)

e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political)

f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

h. Mencari jabatan politik atau administrasi

i. Menduduki jabatan politik atau administrasi.

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik,
Samuel P. Huntington dan Joal M. Nelson mengajukan dua kriteria
penjelas’’.

a. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara

yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partsipasi politik.

12 Said Gatara, Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, 2007, 93
" Ibid., 94
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b. Intensitas, ukuran, jangka waktu dan arti penting dari kegiatan khusus
itu sebagai sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam
hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar
biasanya terjadi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi
politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan
para aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok penekan. Jadi,
terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin
rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup
partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi
tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klarifikasi yang agak
berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-
jenis perilaku seperti berikut:'*

a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-
sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari
dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan
mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi penjabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin
politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka

mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

'* Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Jakarta,
Rineka Cipta, 1994. 16
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c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi politik sebagai anggota atau
pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit
adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan
maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi
politik, dan wuntuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk
mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan
menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

B. Penyandang Disabilitas
1. Pengertian Disabilitas
Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang beragam,
diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan fisik,
kecacatan mental maupun gabungan kecacatan fisik dan mental. Istilah
penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan
Nasional menyebut istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian

Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.
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Coleridge melalui WHO mengemukakan difabel yang berbasis pada
model sosial sebagai berikut'”:

a) Impairment (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau
ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu.
Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai
ketidakmampuan untuk berjalan dengan kaki.

b) Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan) adalah
kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-
faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak
memperhitungkan orang-orang yang menyandang
“kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-
orang itu dari arus aktivitas sosial.

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Renyandang Cacat'®.
Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai
faktor, yaitu:
a. Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu
lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
b. Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena

kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa

> Coleridge Peter, Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-
Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2007. 132
" Ibid,. 133
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kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak
terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah
different abilities people (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan
istilah  difabel,masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai
sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal
sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap
difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu
melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan
pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para
difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan
ketidakmampuan. Sebaliknya para difabel, sebagaimana layaknya manusia
umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positifterhadap lingkungannya.
Klasifikasi Disabilitas

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai
kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan
dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang
terdiri dari:

a. Penyandang cacat fisik
b. Penyandang cacat mental

c. Penyandang cacat fisik dan mental
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Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta
permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan
sebagai berikut'”:

a. Disabilitas fisik
1) Tuna Netra adalah seorang yang terhambat mobilitas gerak yang
disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai
akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:
a) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya
(hilangnya fungsi penglihatan).
b) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya
cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda
di depannya.
¢) Memiliki sisa penglihatan (lowvision): seseorang yang dapat
melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat
melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.
2) Tuna  Rungu/Wicara  adalah  kecacatan  sebagai  akibat
hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara
baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri
dari : tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.
3) Cacat tubuh / Tuna daksa adalah anggota tubuh yang tidak lengkap
oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit

yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan. Tuna

7 Soemantri Sutjihati, Psikologi Anak Luar Biasa, Bandung: PT Refika Cipta Aditama, 2006. 120
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daksa menurut pendapat White House Conference'® berarti suatu

keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau

hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat

juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.

Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh,
anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun
syaraf-syarafnya. Dengan demikian, orang tunadaksa ini cenderung
menutup diri, rendah diri, merasa tidak berdaya, merasa tidak pantas,
merasa bersalah, merasa frustasi dan benci pada dirinya sendiri.

Muhammad Effendi membagi tuna daksa dalam 2 golongan,
yaitu:

a) Tuna daksa Ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang
menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat
terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian,
baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh
kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan
pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak
sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan
lainnya.

b) Tuna daksa Syaraf, yaitu kelainan akibat gangguan pada susunan

syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah

'8 Soemantri Sutjihati, Psikologi Anak Luar Biasa, Bandung: PT Refika Cipta Aditama, 2006. 121
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saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh sehingga jika
otak mengalami kelainan, sesuatu terjadi pada organisme fisik,
emosi dan mental.”

b. Disabilitas mental

1. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan
emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan
perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman
dan lainnya.

2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan
mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat
kecerdasan atau I1Q. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai
berikut:

a) Tuna Grahita Ringan
Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50
s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka
masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung,
anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan
setingkat kelas IV SD Umum.

b) Tuna Grahita Sedang
Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada

sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal.

' M Effendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 116
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Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya
menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Unmum.
c) Tuna Grahita Berat
Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak
mampu menerima pendidikan secara secara akademis. Anak
tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka
rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka
membutuhkan bantuan orang lain.
Disabilitas fisik dan mental ganda merupakan mereka yang menyandang
lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan
tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita

atau bahkan sekaligus.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi politik dapat

digunakan dua kerangka teori (pendekatan politik), sebagai berikut:*

l.

Pendekatan konstektual (lingkungan sosial-ekonomi dan politik).
Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau
sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya,
kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik
yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individu aktor politik
cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan.

Pendekatan ini acap kali disebut pendeketan disposisional atau non-

2Setiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013. 149
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intensional, termasuk di dalamnya teori belajar (learning theory) dan teori
kepribadian.
2. Pendekatan individual-psikologis. Pendeketan ini dapat dibagi menjadi
dua, yaitu:
a) Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional
(tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil faktor
psikologis yang memengaruhi aktor politik pada peringkat bawah
sadar;
b) Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk
mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

Pendakatan yang kedua acap kali juga disebut pendekatan intensional,
termasuk di dalamnya teori pembuatan keputusan (decision-making theory) dan
juga berkaitan dengan pendekatan intensional tadi adalah pendekatan rasional,
khususnya mengenai game theory.

1) Pendekatan Disposisional
Masalah pendekatan disposisional®' ini adalah mengapa seseorang
atau sekelompok orang melakukan tindakan politik, dan mengapa mereka
memilih untuk melakukan tindakan politik tertentu bukan tindakan politik
lainnya. Secara umum ada dua variabel utama yang dapat digunakan untuk
menjelaskan masalah tersebut. pertama, lingkungan sosial, seperti sistem
sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kedua, faktor kepribadian yang

meliputi bawaan (heredity), kebutuhan dan dorongan (need and motive),

?!Setiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013. 150
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kepercayaan (belief), dan sikap (attitudes). Menurut pendeketan ini
lingkungan sosial tidak memengaruhi perilaku politik secara langsung,
melainkan berpengaruh melalui faktor kepribadian sebagai faktor
perantara. Dalam pada itu faktor lingkungan sosial masih bisa dibagi dua,
sebagai berikut:

a) Faktor lingkungan tak langsung. Lingkungan sosial tak langsung
tidak berpengaruh terhadap kepribadian secara langsung melainkan
melalui faktor lingkungan langsung.

b) Faktor sosial langsung, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:

1. Lingkungan sosial langsung yang memengaruhi faktor
kepribadian,;
2. Lingkungan langsung yang disebut situasi yang langsung
memengaruhi perilaku politik.
Faktor disposisi (predisposisi) atau kepribadian sebenarnya masih
dibagi tiga variabel, yaitu:

a) Kepercayaan dan sikap, yang dimaksud dengan kepercayaan
(belief) ialah kognisi-kognisi (pengetahuan dan pemahaman) yang
disertai perasaan percaya (credibility), yang dibedakan dengan
pengetahuan yang tak dipercayai. Jadi, kepercayaan ini bisa benar
atau salah, tetapi kepercayaan yang salah tetap merupakan
kepercayaan. Sebab kebenaran atau kesalahan, suatu kepercayaan

secara logika bebas dari kepastian psikologi mempunyai



41

kepercayaan. Hubungan kepercayaan ini dengan perilaku politik
sangatlah jelas, yaitu apa yang dipercayai oleh seseorang sering
kali merupakan determinan apa yang mereka lakukan dan apa yang
menjadi sikapnya. Tetapi, tentu saja antara kepercayaan dengan
sikap tidak selalu harus terdapat konsistensi.

Yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan baik suka maupun
tidak suka (like and dislike) terhadap suatu objek. Seseorang
mungkin merasa berkewajiban untuk melihat dalam pemilihan
umum atau merasa senang untuk berdiskusi mengenai politik. Dari
segi basis fungsional sikap dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:*

1) Kepentingan, artinya sikap merupakan fungsi kepentingan,
yaitu penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan
motivasi, minat, dan kebutuhan si aktor;

2) Penyesuaian diri, yaitu sikap merupakan fungsi
penyesuaian diri, artinya sikap merupakan manisfestasi
keinginan untuk sama atau tidak sama dengan sekelompok
panutan atau tokoh yang disegani dalam lingkungan tidak
langsung (pemerintah, pers, pengusaha, dan lain
sebagainya). Dalam lingkungan sosial langsung (orang tua,
alim ulama, sahabat dan keluarga dekat lainnya);

3) Eksternalisasi dan pertahanan diri, yaitu sikap merupakan

fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap

2Setiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013. 151
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seseorang merupakan upaya mengatasi konflik batin atau
tekanan psikis dalam yang mungkin berwujud mekanisme
pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi,
idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan aggressor.
b) Kebutuhan dan dorongan. Kebutuhan manusia dapat dibagi

menjadi lima, yaitu: (1) kebutuhan fisik (makanan, air, tidur); (2)

keselamatan (tertib dan lingkungan yang dapat diramalkan); (3)

cinta, afeksi, dan rasa memiliki; (4) penghargaan atas diri (self

esteem); dan (5) aktualisasi diri. Beberapa dari di antara kebutuhan
ini, khususnya kebutuhan fisik-biologis naik turun secara siklus.

Pada waktu kebutuhan fisik-biologisi sangat diperlukan, organisme

menjadi semakin berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan itu.

¢) Heredity (bawaan). Jika kebutuhan fisik-biologis ini telah dipenuhi
secara rutin, maka organisme dapat beralih ke perilaku sosiopolitik.

Kebutuhan-kebutuhan di atas sebagian dikembangkan dari bawaan

dan sebagian lagi dari lingkungan sosial langsung (sosialisasi dari

lingkungan).

Berkaitan dengan pendekatan disposisional, bahkan barangkali
merupakan penyederhaan dari model diatas, beberapa ahli melihat faktor
kesederhaan politik dan sikap dan kepercayaan terhadap pemerintahan
sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi
politik. Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan
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seseorang tentang lingkungan sosial politik, dan minat serta perhatiannya
akan lingkungan sosiopolitik sikap dan kepercayaan seseorang terhadap
sistem politik, khususnya terhadap pemerintah diartikan sebagai penilaian
orang tersebut terhadap pemerintah; dipercaya atau tidak dan disukai atau
tidak disukai.

Menurut Jerry M. Paige” berdasarkan tinggi rendahnya kedua
faktor tersebut partisipasi dibagi menjadi empat tipe. Kalau seseorang
mempunyai kesadaran politik dan sikap kepercayaan yang tinggi terhadap
pemerintah, maka partisipasinya akan bersifat aktif. Apabila seseorang
mempunyai kesadaran politik dan kepercayaan rendah, maka partisipasi
politiknya akan bersifat apatis. Tipe partisipasi yang ketiga adalah militan-
radikal, yaitu apabila orang tersebut mempunyai kesadaran politik yang
tinggi tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang rendah terhadap
pemerintah. Akhirnya, apabila seseorang mempunyai kesadaran politik
yang rendah, tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada
pemerintah, maka partisipasi yang demikian disebut pasif.

2) Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku sikap dan perilaku
seseorang individu dalam masyarakat ditentukan oleh lingkungan sosio-
ekonomi dan politik masyarakat tanpa individu tersebut hidup. Pendekatan
ini cenderung melihat individu sebagai tidak otonom terhadap pengaruh

lingkungan. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah antara

HSetiadi, Pengantar Sosiologi Politik, 2013. 154



44

lain status sosial, status ekonomi, kelas, subkultur dan tipe rezim yang
berkuasa dalam suatu masyarakat.

Status sosial dan ekonomi merupakan suatu rujukan kelompok
yang penting bagi banyak orang karena banyaknya ikatan yang
menghubungkan mereka dengan status tersebut. Yang menjadi indikator
status sosial antara lain pekerjaan dan pendidikan; sedangkan indikator
status ekonomi antara lain pendapatan, pengeluaran, pemilikan dan
penguasaan tanah, ataupun pemilikan barang-barang berharga. Orang yang
mempunyai status sosial yang tinggi belum tentu mempunyai status
ekonomi yang tinggi.

Kelompok masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang
rendah biasanya mempunyai partisipasi politik yang rendah pula. Hal ini
disebabkan kelompok masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang
rendah tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan
politik, tidak mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tak mampu
berbuat sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi
dan alternatif, dan kemungkinan untuk rugi dari keputusan politik bagi
kelompok ini lebih rendah daripada ancaman terhadap kepentingan
masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang tinggi dari keputusan

politik.



